BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka terdapat perubahan Orgainisasi
Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan
program sesuai urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang;

. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah

Kabupaten Sampang 2013-2018 sudah tidak sesuai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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13.
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Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengandalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa
Timur 2011-2031;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
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34.

35.

36.

37.
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Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013
Nomor 12)

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016

Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Menetapkan

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2018.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12

Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018, diubah sebagai berikut:



1.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 10, angka 11, angka 12 diubah

dan angka 19 dihapus, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Sampang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sampang

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sampang.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di lingkungan Kabupaten Sampang;

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten
Sampang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode S (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi;



15.

16.

17.

18.

19.
20.
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Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan daerah;

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan
apakah tujuan sudah tercapai;

Dihapus

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam jangka waktu

5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yang merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan mendasarkan pada

arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2006-2025.

Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dihapus

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
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pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Stategis
Perangkat Daerah;

pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; dan

seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu Tahun 2013-2018.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5
RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BABIII : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan;
BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
BAB YV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,;

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BABVIII : Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaannya

Uraian secara rinci dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga sehingga

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
Pemerintah Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuk RKPD
dan kebijakan pengalokasian anggaran;
Kepala Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD dalam bentuan
Renstra Perangkat Daerah.

Dihapus

Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dihapus
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8. Ketentuan Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 November 2017

BUPATI SAMPANG,
ttd
H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 373-11/2017
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013 - 2018

UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan
daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah
dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka
waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-
Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun
2013-2018 disusun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan
pembangunan.

RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah
kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan
potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana



II.

0.

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Menindaklanjuti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sampang. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut perlu
dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 sebagai akibat adanya
perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016. Selain hal tersebut, berdasarkan
pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD 2013-2018 terdapat beberapa hal
yang juga harus dilakukan yaitu :
1. Penyesuaian indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan sesuai yang

akan dicapai dari suatu misi;

Penyesuaian sasaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;

Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program yang

mendukung;

Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan sesuai dengan sasaran;

Perubahan target indikator sesuai dengan capaian tahun sebelumnya

dan kondisi kemampuan daerah;
6. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan

nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;

Penghapusan program karena kegiatan digabung ke program lainnya;

Perubahan indikator kinerja program

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 dan hasil pengendalian

dan evaluasi sebagaimana tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1



Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Dihapus.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 5
Ayat (1)

Perubahan pada Lampiran antara lain:

1.
2.
3.

8.

Penyesuaian indikator tujuan RPJMD;
Penyesuaian sasaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
Perubahan indikator sasaran disesuaikan dengan program

yang mendukung;

. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan sesuai dengan
sasaran;
. Perubahan target indikator sesuai dengan capaian tahun

sebelumnya dan kondisi kemampuan daerah;

. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan

dan nomenklatur bidang di Perangkat Daerah;

. Penghapusan program karena kegiatan digabung ke program

lainnya;

Perubahan indikator kinerja program.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.



Angka 8
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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